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ABSTRAK

Dalam kehidupan Dalam kehidupan bermasyarakat, umat Islam sering
menemui bentukbentuk muamalah. Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Jual
beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur
riba, maysir, dan gharar. Setiap transaksi dianggap sah apabila telah memenuhi syarat
dan rukun jual beli yang ditetapkan serta sesuai hukum Islam. Atas dasar tersebut
penulis tertarik meneliti praktek jual beli motor kredit dengan over kredit di
FIFGROUP dalam hal ini, terdapat suatu masalah yang disinyalir salah satu syarat
dalam objek jual beli belum terpenuhi sehingga dapat dikatakan transaksi jual beli
tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Tidak hanya itu, praktek tersebut juga
menimbulkan beberapa potensi wanprestasi dan kasus hingga dapat masuk ke ranah
pidana. Dari sedikit ulasan di atas, ada beberapa permasalahan yang penulis kaji,
yaitu: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad over kredit motor di
fifgroup (2) Bagaimana penyikapan kasus sengketa dan wanprestasi dalam transaksi
pembayaran jual beli dengan over kredit di fifgroup? Pendekatan yang dipakai dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,jenis penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research). Selanjutnya metode yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan
menggunakan keilmuan dalam ranah Islamic Studies (fikih, ushul fikih, tafsir, hadis
dan sebagainya) dalam penelitian ini adalah hukum Islam. Dari penelitian yang telah
dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa: 1. Dalam praktek yang dilakukan
di fifgroup, akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut sebagian besar telah
memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Hukum Islam tetapi ada salah satu
syarat yang tidak sesuai yaitu hak kepemilikan penuh penjual. Karena pada
hakikatnya objek yang diperjualbelikan masih dalam kepemilikan lembaga
pembiayaan leasing karena pembeli pertama belum menyelesaikan kewajibannya
sampai lunas akan angsuran objek tersebut. Sehingga dapat dianggap praktek jual beli
tersebut tidak sah. 2. Terkait kasus sengketa dan wanprestasi yang terjadi maupun
yang masih dalam ranah berpotensi terjadi, penulis berkesimpulan dan menyajikan
beberapa instrumen atau cara agar hal-hal tersebut tidak terjadi, seperti praktek
kafalah dalam hukum Islam dan cara-cara terkait penyelamatan kredit serta

pembayarannya agar tidak adanya wanprestasi bahkan kasus di sana.
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Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini sepeda motor adalah merupakan kebutuhan pokok bagi
setiap masyarakat,terutama bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah.
Perkembangan yang cukup pesat dibidang transportasi dapat dilihat dari
berbagai jenis kendaraan transportasi yang digunakan oleh masyarakat
ataupun konsumen saat ini, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jenis-jenis
kendaraan yang beredar dan digunakan masyarakat pada saat ini, hal ini
dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan kendaraan
untuk mempermudah dan merealisasikan kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam hal ini manusia tidak bisa terpisahkan satu sama lain untuk
memperoleh kebutuhannya tanpa ada rasa tolong menolong antar sesama. Hal

ini sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah: (QS. al-Maidah: 2)

€ 22 U7 1o ' PTEeS //& PRIV [ TR
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.....”!

g

Dalam ayat tersebut Allah menganjurkan tolong menolong dalam hal
kebaikan. Tolong menolong dalam muamalah adalah akad tabarru’. Pada
hakikatnya akad tabarru’ adalah akad melakukan kebaikan yang
mengharapkan balasan dari Allah SWT semata.

Berkaitan dengan perkembangan saat ini dapat dinilai bahwa hukum
juga memiliki arti seabagai jalinan nilai. la bertujuan menserasikan nilai-nilai
obyektif yang universal tentang baik dan buruk, patut dan tidak patut,

sedemikian rupa untuk mencerminkan rumusan perlindungan kepentingan

! Enang Hidayat, Figih jual Beli (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2015),1-2



antar individu, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak, dengan
ketentuan yang merupakan kepastian hukum.?

Muamalah merupakan salah satu sendi kehidupan setiap Muslim di
mana akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya
dalam ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara
kandung dari jiwa, yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan
penyelewengan.Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya
akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan
harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu
mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan. Banyak
orang di zaman sekarang yang tidak peduli dengan harta haram, serta tergila-
gila terhadap harta benda, hingga mereka tidak menghiraukan harta orang lain
yang ia ambil. Aturan-aturan agama dalam mencari hartapun telah diabaikan.
Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara
yang halal dan menghindari yang haram. Maka dari itu untuk menjamin
keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu
kaidah atau norma, yaitu hukum dan moralitas perdagangan.?

Prinsip dalam muamalah adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang
barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk
melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah.
Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan
tindakan haram.*

Persoalan muamalah tersebut di dalamnya tidak bisa di pisahkan dari
transaksi (akad), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat
secara hukum (lazim) dalam bermuamalah, yang dalam praktiknya terbagi

menjadi lima macam.

2 Soebekti, Pengantar IImu Hukum, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010, him. 406
3 Enang Hidayat, Figih Jual Beli (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 1-2.
4 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 156.



1. Akad mu’awadah, yaitu setiap akad yang mencakup serah terima atau
timbal balik yang di lakukan oleh kedua belah pihak. Misalnya akad al
bay’ ( jual beli ), ijarah (sewa-menyewa dan upah mengupah), dan lain
sebagainya.

2. Akad tabarru’, yaitu setiap akas yang mencakup derma ( pemberian) satu
pihak tanpa ada pengganti. Misalnya hibah, sedekah, dan wasiat.

3. Akad irfaq, yaitu setiap akad yang tujuannya memberi manfaat atau
menolong, tidak ada tukar menukar. Misalnya; giradh (utang), ‘ariyah
(pinjaman), dan lain sebagainya.

4. Akad tausig,yaitu setiap akas yang tujuannya menguatkan atau
mengkokohkan hak. Misalnya : rahn (gadai), zamn atau kafalah
(tanggungan), dan nikah.

5. Akad amanah, vyaitu setiap akad yang dasarnya atas kepercayaan.
Misalnya wadi 'ah (titipan).

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia,
muamalah jual beli termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting
peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang
akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja
sama dengan orang lain.

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran
Islam bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa melalui
jalan perdagangan inilah pintu-pintu rezeki akan dibuka sehingga karunia
Allah terpancar daripadanya “Jual beli merupakan sesuatu yang
diperbolehkan”’, dalam QS Al-Bagarah (2) : 275.

umuﬂu\wuwywﬁmhmusw uJAJMYUJS\ u}ﬁhua.ﬁ\
mJuAm,Ao;uwsuj\e;sg@mwdauujsdugn.u\ Uné ag
u‘g.\llal.g_\ﬁebw)l.d\ Glaia) dlil gla Jle UAJAML’J\ oJA\Jk_ﬂuLAMﬁugmla
“ orang - orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan  Seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah di
sebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli dan
mengharamkan riba.Orang-orang Yang telah sampai kepadanya larangan

dari tuhannya, lalu terus berhenti (sebelum datang larangan); dan
urusannya ( terserah) kepada Allah. Orang yang kembali ( mengambil



riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni Neraka; mereka kekal di
dalamnya’.> (QS. Al-Bagarah (2) :275)

Bisnis adalah sesuatu kegiatan yang terhormat dalam ajaran Islam.
Karena itu sangat banyak ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi SAW yang
menyebut serta menjelaskan norma-norma perniagaan.® Seorang bussinesmen
Muslim, baik secara pribadi maupun bersama-sama tidak bebas mengerjakan
apa saja yang di sukainya atau apa saja yang menguntungkan, tetapi ia diikat
oleh seperangkat nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitas
ekonominya, baik posisinya sebagai konsumn, produsen,distributor dan lain-
lain maupun dalam melakukan usahanya dalam mengembangkan serta
menciptakan hartanya.’

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang,
maka di butuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas
perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak
mengabaikan aspek penting ini dalam ilmu fikih, di dapati kitab yang
menerangkan tentang hukum jual beli (bay’) dan berbagai permasalahannya.

Adapun definisi jual beli (al-bay) secara terminologi (istilah) di
ungkapkan oleh para ulama yaitu menurut ulama Hanafiyah,jual beli adalah
kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan
yang telah di tentukan. Menurut malikiyah, jual beli adalah akad yang saling
tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang,
adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan
termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat
benda. Menurut Shafi’iyah, jual beli merupakan akad yang saling tukar
menukar yang tujuannya memindahkan kepemilikan barang dan manfaatnya
yang bersifat abadi. Sedangkan menurut Hanabilah, jual beli adalah saling
tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.

Dari definisi para ulama di atas dapat di simpulkan bahwa jual beli

5 Departemen Agama RI, Mushaf Al- Kamil : Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:
CV Darus Sunah, 2002), 48.

6 Veithzal Rivai, Islamic Marketing (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2012),78.

" Muhammad ,Aspek Hukum Dalam Muamalat Yogyakarta: Graha 11mu,2007),77.



merupakan “tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang
bertujuan untuk memindahkan kepemilikan “.® Jual beli telah ada sejak masa
Rasulullah SAW, zaman para sahabat dan dibolehkan oleh sebagian besar
ulama sebagai bentuk transaksi dalam islam.

Seiring perkembangan zaman, praktek jual beli telah sangat bekembang
pesat dan terjadi dengan berbagai terobosan serta variasi-variasi metode yang
dapat digunakan oleh pihak produsen maupun konsumennya. Dewasa ini,
salah satu transaksi yang sangat ramai digunakan ialah jual beli dengan
pembiayaan melalui lembaga atau perusahaan leasing.

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih di kenal dengan nama
leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di
bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang di inginkan
oleh nasabah. Pembiayaan di sini bermaksud jika seorang nasabah
membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil
dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat di peroleh di perusahaan
leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan
perjanjian yang telah di sepakati kedua belah pihak.

Leasing berasal dari bahasa Inggris yaitu lease yang dalam pengertian
umum mengandung arti menyewakan. Namun, pengertian tersebut sering
membawa penafsiran yang kurang tepat dan mengakibatkan kekeliruan
dengan istilah lainnya yang mengandung pengertian yang sama.

Leasing bukanlah merupakan perjanjian sewa- menyewa biasa,misalnya
sewa- menyewa memiliki kontruksi yang sama. Pihak yang satu yaitu lessee
menggunakan barang kepunyaan lessor yang di sertai pembayaran secara
berkala. Tetapi dalam leasing menyangkut subjek dan objek dari
perjanjiannya adalah tertentu, sedangkan dalam perjanjian sewa-menyewa
tidak demikian.

Subjek dan objeknya tidak ditentukan, subjeknya dapat perorangan atau
perusahaan. Subjek dalam perjanjian leasing syarat-syaratnya di tentukan

dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah suatu barang modal

8 1bid.,11-12.



bagi perusahaan, seperti mobil, motor, traktor dan lainnya. Dalam perjanjian
leasing ada hak opsi yang dapat di pergunakan oleh lessee.’

Pengertian leasing atau sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian
antara lessor ( perusahaan leasing) dengan lessee ( nasabah). Pihak lessor
menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan
pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu . sedangkan pengertian sewa
guna usaha sesuai Keputusan Menteri Kuangan No. 1169/KMK.01/1991
adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik
seacara sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease) mauoun sewa guna
usaha tanpa hak opsi ( operating lease) untuk di gunakan lessee selama jangka
waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang di
maksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha lessee pada
akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna
usaha berdasarkan nilai sisa yang telah di sepakati. Sebaiknya operating lease
tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.!”

Dari definisi-definisi tersebut di atas maka yang menjadi inti dari jual-
beli secara kredit adalah kepercayaan dan mempunyai harapan dapat
memperoleh imbalan tertentu. Dalam pengertian kredit ada beberapa unsur di
dalamnya antara lain unsur persetujuan, penyerahan dan pelunasannya
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dua belah pihak yangberjanji, yaitu
pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Jadi kreditur
mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan berhak menerima kembali
nilai ekonominya setelah jangka waktu yang ditentukan habis. Sedang debitur
mempunyai hak menerima barang dari pihak kreditur sesuai perjanjian dan
bertanggung jawab untuk mengembalikan nilai ekonominya pada waktu yang
telah disepakati. Permasalahannya adalah pada cara penyelesaian dan bentuk
jaminannya bila terjadi wanprestasi terutama oleh debitur.

Persetujuan pinjam-meminjam ini dapat dilakukan secara tertulis

dengan suatu surat yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak atau secara

® Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam ( Jakarta: Sinar Grafika,2000),93-94.
10 Kasmir , Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya (Jakarta : PT Raja GraFindo
Persada,2001),241.



lesan. Perjanjian pinjam-meminjam itu sudah terjadi sejak adanya persetujuan
antara kedua belah pihak, sehingga pihak kreditur wajib menyerahkan barang
yang telah disetujui untuk dipergunakan oleh debitur, sedangkan debitur
wajib mengembalikan nilai ekonominya dalam waktu yang telah ditentukan
oleh kedua belah pihak. Jadi obyek pinjam-meminjam adalah berupa barang,
sedangkan perjanjian pinjam meminjam secara tertulis yang ditanda tangani
kedua belah pihak disebut akad kredit. Hal ini sudah sering kali didengar
maupun dijumpai, namun yang terpenting dalam masalah ini adalah bunga
kredit kalau ditinjau dari segi Hukum Islam.

Sistem penjualan motor secara kredit diminati masyarakat secara luas
karena memudahkan masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk
merealisasikan  keinginannya mendapatkan barang yang diinginkan.
Masyarakat merasa mendapat beberapa kemudahan sehingga tidak
memikirkan apakah nantinya mereka mampu untuk membayar angsuran
beserta bunganya setiap periode.

Namun realita sekarang ini penjualan sepeda motor dengan cara tunai,
pastilah akan sangat memberatkan bagi masyarakat kalangan menengah ke
bawah,karena harganya yang sangat mahal berkisar antara Rp.8.000.000,00 —
Rp.30.000.000,00 tergantung jenis dan merk sepeda motor yang akan dibeli.
Sulit bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk dapat
membelinya, namun apabila membeli secara kredit dapat dijangkau oleh
semua lapisan masyarakat dan dapat pula menunjang terselenggaranya
aktivitas kerja, perdagangan dan pendidikan atau aktifitas positif apa saja
yang dapat membantu perkembangan pembangunan khususnya di Indonesia.

Kredit motor ini banyak dilakukan oleh masyarakat golongan
menengah dan juga golongan ekonomi bawah yang sangat membutuhkan
adanya sarana penunjang untuk bekerja, berniaga, ke sekolah dan keperluan
apa saja yang menunjang aktivitas seseorang. Dengan mengendarai motor
akan mempercepat terselenggaranya aktivitas seseorang dibandingkan apabila
bersepeda atau jalan kaki. Bahkan dengan memiliki sepeda motor juga akan

dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang.



Besarnya peranan dan fungsi kredit dewasa ini, ditambah dengan harga
barang semakin lama semakin naik, padahal gaji pegawai golongan
menengah dan golongan bawah lambat naiknya seperti deret ukur dan deret
hitung sehingga tidak akan tercapai keseimbangan. Dan ini merupakan realita
yang terjadi di dalam masyarakat sehingga timbul masalah yang komplek,
tanpa adanya pinjam-meminjam atau membeli barang dengan cara diangsur
maka rasanya sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Salah satu perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu
melakukan jual beli secara Tawarruqg artinya daun. Dalam hal ini adalah
memperbanyak harta. Jadi, tawarrugq diartikan sebagai kegiatan
memperbanyak uang. Contohnya adalah apabila orang yang membeli barang
kemudian menjualnya kembali dengan maksud memperbanyak harta bukan
karena ingin mendapatkan manfaat dari barangnya. Barang Yyang
perdagangkannya hanyalah sebagai perantara bukan menjadi tujuan.!!

jual ini tersebut tidak diperbolehkan karena si pembeli tidak memiliki
wewenang (penguasaan) penuh terhadap barang yang dibelinya. Dalam jual
beli ini juga masih terdapat hubungan keterikatan antara si penjual dengan
barang yang telah dijualnya.

b ) Opla) bl g 18 B Alang 39kl BT B aladal) (98 G013 8

o;ﬁgu:am&uaowu\ al g dule A
Artinya:” Dari Ibnu Umar RA berkata para sahabat membeli makanan di
ujung pasar, kemudian mereka menjualnya di tempat itu pula. Maka
Rasulullah melarang mereka menjual makanan sebelum mereka
mengangkutnya ke tempat lain (menerimanya) (Al-Bukhary 34: 72;
Muslim 21: 8; Al Lu’lu-u wal Marjan 2:155).72

Di antara problematika jual beli tersebut, diantaranya adalah jual beli di
tempat-tempat tertentu yang disesuaikan dengan kebiasaan atau adat
setempat, dengan begitu masyarakat tersebut telah mengabaikan aturan-aturan

dalam berjual beli yang seharusnya di tunaikan untuk kemaslahatan bersama..

' http://iwww.masuk-islam .com/macam-macam jual beli dalam islam.
2Muhammad Fuad Abdul Bagi, Mutiara Hadist Shohih Bukhori Muslim, Solo: Al-
Andolus,h. 442
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Nabi tidak membenarkan kita menjual makanan yang sudah kita beli,
baik kepada si penjualnya sendiri, ataupun kepada orang lain, sebelum
makanan itu kita terima dari si penjual. Menurut ibnu Abbas, bukan saja
makanan yang tidak boleh di jual sebelum di terima, bahkan segala macam
benda yang lain pun belum boleh kita jual kepada orang lain sebelum barang
itu di terima.?

Perbedaan pendapat para Ulama tentang jual beli sesuatu yang belum di
terimanya:Al-Ahnaf (madzhab Hanafiyyah) berpendapat bahwa tidak boleh
bertasharruf (bertransaksi) apa pun terhadap jual beli barang yang bisa di-
pindahkan sebelum serah terima, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam
melarang jual beli barang sebelum diserahteri-makan.Larangan ini berlaku
jika barang tersebut bukan berupa barang yang tak bergerak (seperti rumah,
tanah dan sebagainya).'* Mereka berpen-dapat bahwa gedung, tanah, dan
rumah boleh dijual belikan walaupun sebelum diserahterimakan, karena
mereka melihat bahwa untuk barang yang tidak bergerak tidak ada unsur
gharar (penipuan) karena harta seperti itu tidak mungkin hancur.

Adapun ‘illat (sebab) dilarangnya jual beli makanan sebelum serah
terima, mereka berpendapat bahwa menjual makanan sebelum diserah-
terimakan bisa menjadi sarana untuk sampai pada riba nasi-ah, maka dari itu
hal ini diharamkan untuk mencegah dari hal-hal yang diharamkan.

Asy-Syafi’iyyah berpendapat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang
belum sepenuhnya menjadi miliknya. Larangan ini berlaku untuk semua
barang, baik barang yang tidak bergerak ataupun barang yang mudah
dipindah tangankan.Larangan ini menurut mereka berdasarkan keumuman
larangan jual beli sesuatu yang belum diterimanya. Hal tersebut berdasarkan
hadits Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu yang sudah disebutkan pada

pembahasan terdahulu.

3 Teungku Muhammad Ash Shiddieqy, Mutiara Hadist, Semarang ,PT PUSTAKA
RIZKI PUTRA,2001.h 192

“Teungku Muhammad Ash Shiddieqy, Hukum-hukum figh Islam, Semarang ,PT
PUSTAKA RIZKI PUTRA,2001.h 333



Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Tidak boleh jual beli barang apa
pun sebelum diserah terimakan dalam keadaan bagaimanapun, dan itu
termasuk dari kebaikan-kebaikan syari’at.”

Lalu beliau kembali berkata, “(Tidak bolehnya) jual beli barang yang
berupa makanan sebelum diserah terimakan, telah tetap larangannya dengan
nash. Adapun untuk barang selain makanan, maka larangannya bisa melalui
giyas nazhar atau melalui giyasul aula. Dan inilah pendapat yang benar.

Melihat fenomena di atas, penyusun berkeinginan untuk melihat roda
perekonomian masyarakat lewat transaksi jual beli dengan sistem kredit dan
sewa ditinjau dari Hukum Islam, penelitian dilakukan di Astra Fif Group JI.

Pamularsih No.71.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan sistem over
kredit di Astra Motor FIF Group Pamularsih ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengevaluasi sistem jual beli sistem over kredit sepeda motor

berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam di Astra Fif Group Pamularsih.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritis
Secara teoritis, bermanfaat sebagai pemenuhan pengetahuan dan
wawasan terhadap pelaksanaan perdagangan yang terkait dengan jual beli
secara islami dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi penelitian-
penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis
a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat di praktekkan dalam
kegiatan bermuamalah sehari-hari yaitu implementasi dari

perdagangan dan jual beli sitem over kredit secara benar dan secara
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syariat sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan
dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.

b. Bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pelaku jual beli dengan
cara over kredit yang telah terlanjur melakukannya maka penelitian
ini dapat memberi petunjuk apakah hal tersebut perbuatan yang
sesuai syariat atau tidak.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil
penelitian yang pernah di lakukan sebelumnya oleh peneliti terdahuu dan
memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Mendukung
penelaahan yang lebih komprehensif, penulis berusaha melakukan kajian
awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi
terhadap topik yang akan di teliti, sehingga mengetahui dimana letak
perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Sesuai dengan pokok permaslahan penetian ini, maka pengambilan
tulisan-tulisan dan karya ilmiah dengan pembahasan ini berasal dari karya
ilmiah, tesis atau skripsi terdahulu, penulis telah membaca referensi yang
membahas tentang hal- hal terkait dengan permasalahan yang akan di angkat
di sini.

Diantaranya, penelitian ilmiah yang dikaji dalam bentuk skripsi adalah
karya Devid Frastiawan Amir Sup, berjudul ,,“Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Konsep Cessie Menurut KUH Perdata™, dalam skripsi ini penulis
membahas tentang konsep cessie yang pada intinya adalah suatu praktik
pengalihan kewajiban pembayaran utang dari pihak pertama ke atau oleh
pihak ketiga yang biasanya merupakan lembaga keuangan atau bank yaitu
dengan syarat-syarat tertentu yang harus mengeluarkan surat atau akta otentik
sebagai tiada penguat sebuah perjanjian.!>

Selain itu, penelitian karya ilmiah oleh Hanan Mustofa, berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gadai Motor Kredit”, yaitu yang

15 Devid Frastiawan Amir Sup, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cessie (Pengalihan
Piutang Atas Nama),Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
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berisi transaksi gadai oleh seorang pembeli pertama yang masih terikat
dengan leasing atau pembayaran angsuran motor kredit tersebut yang belum
lunas tetapi digadaikan ke pihak lain. Permasalahan dalam penelitian ini juga
terkait dengan pengalihan kepemilikan sementara objek akad padahal objek
tersebut masih belum berada dalam kepemilikan penuh oleh pihak penggadai
motor kredit tersebut. Tidak hanya itu permasalahan ini sangat rentan
menimbulkan wanprestasi dengan gadai yang belum mampu dibayar saat
telah mencapai jatuh tempo seperti yang telah diperjanjikan oleh kedua belah
pihak.'¢

Dan karya tesis yang ditulis oleh Sisruwadi, berjudul ,,“Pelaksanaan
Kredit Konstruksi dengan Jaminan Cessie Piutang Atas Nama pada Bank
Pembangunan Daerah Cabang Senopati Yogyakarta““. Penelitian tersebut
membahas masalah kepastian hukum bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD)
cabang Senopati Yogyakarta untuk memperoleh kembali kredit konstruksi
yang telah disalurkannya melalui jaminan cessie piutang atas nama beserta
upaya yang dilakukan terhadap debitur yang macet kreditnya. Berdasarkan
penelitian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jaminan cessie
piutang atas nama saja belum cukup memberi kepastian hukum kepada
kreditur untuk memperoleh kembali kredit yang disalurkannya.!’

Dari telaah pustaka yang telah dipelajari oleh penulis, yaitu karya
ilmiah, skripsi dan tesis di atas memiliki substansi yang berbeda dengan apa
yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya: perbedaan
kekuatan hukum atas transaksi atau perjanjian jika dituliskan serta dijamin
(cessie), dengan transaksi atau perjanjian tanpa adanya hitam di atas putih
serta jaminannya, tidak hanya itu perbedaan juga terdapat pada objek sepeda
motor kredit yang didistribusikan pembeli dengan digadaikan dan yang

penulis angkat di sini objeknya dijual.

16 Hanan Mustofa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gadai Motor Kredit,
FakultasSyariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

17 Sisruwadi, ““Pelaksanaan Kredit Konstruksi dengan Jaminan Cessie Piutang Atas
Nama pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Senopati Yogyakarta,” (Tesis Magister,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005), 33.
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F. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis,jenis
penelitiannya termasuk dalam penelitian kualitatif lapangan (field
research) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti
hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen ,
catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan
dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data
dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan,
menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam
bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi
yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.!® Terhadap jual
beli sistem over kredit di Astra Motor Fif Group Pamularsih.

Penelitian ini masuk kedalam penelitian hukum normatif empiris
atau sosiologi hukum. Penelitian hukum normatif empiris ini pada
dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif
dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian
normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif
(undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang
terjadi dalam suatu masyarakat.'”” Pendekatan ini berfungsi sebagai
penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan
nonhukum bagi keperluan penelitian.?

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai aktor sentral dan

pengumpul data, dalam hal penelitian di lapangan peneliti adalah sebagai

pengamat partisipan yaitu melakukan wawancara dengan pihak leasing

¥ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Jakarta: Bumi Aksara,
2013, h. 87.

19 https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/,diakses 13
Februari 2020

20 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 105.
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untuk mengetahui bagaimna proses dari over kredit,Lalu peneliti
menganalisisnya dengan teori dan tinjauan hukum Islam mengenai jua
beli.
3. Lokasi penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di leasing Fif Group yang ada di
jl. Pamularsih kota semarang. Dengan pertimbangan bahwa ada terjadinya
masalah yang angkat oleh peneliti. Walaupun tidak menutup kemungkinan
masalah ini telah terjadi di berbagai tempat pada masa sekarang.
4. Data dan sumber data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,
penulis menggunakan sumber data dari lapangan dan data kepustakaan
yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu
sebagai jenis datanya sebagai berikut :
a. Data primer
Data primer yaitu data yang menjadi sumber pokok dalam
penelitian.?! Dalam hal ini data diperoleh dari subyek peneliti dari
lapangan. Data ini berisi tentang mekanisme jual beli over kredit di
leasing tersebut.
Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi
yang dibutuhkan untuk proses pengumpulan data, informasi ini di
dapatkan dari tempat leasing tersebut.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain
tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian.?? Sumber data ini
diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan
skripsi ini namun bersifat hanya pendukung. Kepustakaan yang
dimaksud adalah berupa kitab-kitab, buku-buku atau. jurnal penelitian,
maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik

penelitian.

2! Haris Herdiansyah, Wawancara Observasi dan Focus Group, Depok: Raja Grafindo
Persada, 2013, him. 61.
22 Syaifudin Azwar, Metode penelitian, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001,him.91
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5. Teknik Pengumpulan data
Dalam Penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan.
Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini :
a. Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud penyelidikan
atau penelitian dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu
pewawancara dan narasumber.?’

Adapun metode wawancara yang digunakan peneliti adalah
wawancara informal, artinya wawancara dilakukan secara tidak resmi
namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan.?*Maka
dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada
pihak terkait yang berhubungan dengan jual beli.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data
kualitatif dengan melihat atau menganalisisi dokumen-dokumen yang
dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Studi
dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti
untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui
suatu media tertulis dan dokumen lainya yang ditulis atau dibuat
langsung oleh subjek yang bersangkutan.”> Metode ini digunakan
untuk memberikan informasi tentang kondisi umum, dimana
dokumentasi lainnya berkaitan dengan gambaran umum praktik jual
beli

c. Metode Observasi
Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data

dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

23 Sudarwan Danim,Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002 ,h.
135.

24 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Jakarta: Rhineka
Cipta,2002,him.107

%5 Herdiansyah Haris ,Metodologi Penelitian......, him.143
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fenomena-fenomena yang diselidiki.’® Adapun observasi ilmiah
adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu
dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor
penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturya.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non
partisipan yaitu observasi yang dilakukan dengan cara peneliti
mengamati apa yang mereka kerjakan, mendengarkan apa yang
mereka ucapkan.

Konsep penelitian ini dengan cara penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan.Sebab penulis akan menjelaskan bagaimana
sistem jual beli barang yang belum di terima dari penjual menurut
hukum Islam dan bagaimana praktik jual beli dengan cara over kredit.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan
bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya dapat
di informasikan kepada orang lain.?’” Dalam menganalisis data penulis
menggunakan metode deskripstif normatif yaitu menggunakan sifat atau
keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian kemudian dianalisis
berdasarkan hukum Islam. Teknik ini digunakan untuk mendiskripsikan
data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi,
dan dokumentasi selama melakukan penelitian dalam praktik jual beli

dengan sistem over kredit.

G. Sistematika Pembahasan
Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa
bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab dan masing-masing
bab itu saling terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian

kesatuan pembahasan.

26 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Yogyakarta;: UGM press, 1986, him.136
27 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)..., him.231
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Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini merupakan gambaran untuk
memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang ditulis dalam
skripsi ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang
meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi
penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data,
keabsahan data dan tahapan penelitian serta yang terakhir adalah sistematika
pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi tentang landasan teori, untuk memberi landasan
pada bab berikutnya yang akan dibahas tentang gambaran umum sekitar jual
beli, kafalah dan wanprestasi. Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab
yaitu mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat
jual beli, macam-macam jual beli, kafalah dalam jual beli dan wanprestasi
dalam jual beli.

Bab ketiga yaitu berisi tentang fakta lapangan, membahas praktek dan
data lapangan tentang deskripsi wilayah penelitian meliputi: keadaan
geografis, kondisi demografis, dan tentunya yang terpenting akan membahas
mengenai praktek pelaksanaan jual beli motor dengan sistem over kredit ,
yang termasuk di dalamnya subyek, obyek dan akad serta praktek wanprestasi
yang terjadi.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap praktek jual beli motor
dengan sistem over kredit berdasarkan tinjauan hukum Islam. Penulisan pada
bab ini bertujuan untuk menjelaskan sah atau tidaknya akad jual beli motor
kredit dengan sistem over kredit tersebut.

Bab kelima yaitu Penutup, dalam bab ini merupakan kesimpulan dan

saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh penelitian.
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BAB |1
JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian jual beli

Jual beli (al- bay’’) dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar
menukar sesuatu yang bukan kemanfatan dan kenikmatan. Perikatan adalah
akad yang mengikat dua belah pihak atas dasar kesepakatan mereka.Tukar
menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu
yang di tukarkan pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa
benda yang di tukarkan adalah dhat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek
penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam ati khusus ialah ikatan menukar sesuatu yang
kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik,
penukaran bukan emas dan perak, benda nya dapat di realisir dan ada seketika
tidak di tangguhkan, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si
pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifat atau sudah di
ketahui terlebih dahulu.?®

Sedangkan jual beli menurut fikih adalah pertukaran harta atas dasar
saling rela untuk memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.?
Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan dalam
arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam yang berkenaan dengan
hukum taklifi. Jual beli hukumnya boleh.*® Apabila kita perhatikan pada masa
sekarangini, semakin minim orang-orang yang memperhatikan transaksi
mereka sesuai dengan hukum Allah SWT atau tidak. Bahkan, kebanyakan
dari mereka menitik beratkan pada transaksi yang mempunyai prospek
keuntungan semata. Jadi, pertimbangan mereka adalah kalkulasi untung rugi,

sedangkan halal dan haramnya transaksi tersebut tidak di perhatikan.*!

28 Hendi Suhendi,Figh Muamalah (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002),69-70.

29 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Jilid XI1 terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-
Maarif, 1998), 47-48.

30 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figih (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

31 As-Shadiq Abdurrahman al-Garyani, Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer (Surabaya:
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Dari beberapa pengertian di atas, maka masalah jual beli mengandung
unsur-unsur:
1. Adanya unsur tukar menukar
2. Adanya unsur pengalihan benda atau menjual
3. Adanya unsur ganti
4. Adanya unsur rela dan suka sama suka
5. Adanya cara yang di benarkan

Dengan demikian pengertin jual beli secara meneluruh adalah tukar
menukar benda sebagai ganti rugi yang di lakukan dengan cara suka sama
suka dan rela sama rela yang di benarkan oleh hukum. Serta di lakukan
dengan adanya ijal dan gobul atau di serah terima antara dua belah pihak (
penjaul dan pembeli).

B. Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli merupakan sesuatu yang di benarkan, baik oleh Al-Qur’an,
hadist maupun ijma’ulama. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar
sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan
hadits Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur’an yang berbicara
tentang jual beli, di antaranya
1. Al-Qur’an
Firman Allah SWT yang berbunyi:
yru e . 22 AT IE £
1325 53 el AT J=fs
Artinya:” Dan Allah SWT menhalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.”’* (QS.Al-Bagarah(2):275).
2. Hadits
Di samping Al-Qur’an sebagai dasar muamalah jual beli, juga

terdapat dalam beberapa hadits yang menerangkan tentang

diperbolehkannya jual bei. Salah satunya:

Pustaka Progesif, 2004), 3.
32 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Kamil: Al-Qur“an dan Terjemahannya (Jakarta:
CV. Darus Sunah, 2002), 48.
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JSgoam dal dee 1B ¢ qubl ) ghide g, il OV @ 1) ds 8, e

(S ) daua g 3l 01 9)) g g

Artinya: dari Rifa’ah bin rafi bahwasanya Nabi SAW di tanya apakah

pencaharian yang lebih baik? Jawabnya :,, “Bekerja dan tiap- tiap jual beli
yang mabrur”**(HR.Bazar dan dinilai shahih oleh hakim).

Maksud mabrur di atas adalah jual beli yang terhindar dari segala
yang membatalkan atau membuatnya tidak sah seperti jual beli haram,
usaha tipu daya riba, paksaan dan lain sebagainya.

3. jma’

Di samping Al-Qur’an dan hadits, ada pula dasar hukum jual beli
yang lain, yaitu ijma’ ulama yang telah sepakat bahwa jual beli juga
diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi
kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau
barang milik orang lain yang di butuhkan itu harus di ganti dengan barang
lain yang sesuai.** Dalam hal ini jual beli sudah berlaku ( di benarkn) sejak
zaman Rasulullah SAW hingga kini. Dengan semikian, dapat di katakan
bahwa hukum jual beli adalah halal ( dibolehkan), namun hal ini dapat
berkembang menjadi makruh,mubah, haram dan di larang. Karena
tergantung cara yang di lakukan atau motivasi jual beli serta terpenuhinya

aturan dan tata cara jual beli menurut hukum islam.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli
1. Rukun Jual Beli
Jual beli dikatakan sah oleh syariat apabila dalam jual beli tersebut
telah terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Dalam menentukan
jual beli yang terdapat perbedaan pendapat antara ulama madhab Hanafi
dan jumhurul ulama. Rukun jual beli menurut ulama madhad Hanafi hanya

sat yaitu ijab ( ungkapan membeli dari seorang pembeli) dan gobul (

33 1bnu Hajar al-Asgalani, Bulugh al-Maram, terj. A. Hasan (Bandung: Diponegoro,
2001), 381.
34 Rachmat Syafe*i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.
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ungkapan menjual dari seorang penjual).*® Menurut mereka, yang menjadi
rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.
Unsur kerelaan itu terlihat dalam ijab dan gobul, atau saling memberikan
barang dan harga barang.sedangkan menurut jumhurul ulama rukun jual
beli terdiri dari:

a. Akad ( ijab dan gabul)

b. Aqid (penjual dan pembeli)

€. Ma’qud ‘alaih (objek akad)

. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar jual beli sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus
direalisasikan dan di penuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu, ada yang
berkaitan dengan subjek, objek yang diperjualbelikan dan sighat dalam
transaksi juel beli tersebut . secara umum, tujuan adanya semua Syarat
tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan manusia , menjaga
kemaslahatan orang yang sedang berakad, dan menghindari jual beli yang
tidak sesuai dengan syariat islam.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam ntmenetapkan persyaratan jual
beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madhab tentang
persyaratan jual beli.>
a. Ulama Hanafiyah

Menurut hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus
dipenuhi dalam jual beli, yaitu :

1. Syarat akad. Pelaku jual beli harus cakap bertindak secara
hukum,adanya penyesuaian antara ijab dan gabul, dan berlangsung
dalam satu majelis akad. Objek jual beli harus ada dan milik sendiri
serta dapat diserahterimakan.

2. Syarat sah akad.syarat yang bersifat umum adalah jual beli tersebut
tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya
yaitu jahalah (ketidakjelasan), Ikrah(paksaan) tawqif

35 Nasroh Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.
3¢ Qomarul Huda, Figh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.
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(pembataswaktu), gharar (tipu daya/ketidakjelasan), dharar (aniaya),
dan persyaratan yang merugikan lainnya.>” Sedangkan syarat yang
bersifat khusus adalah penyerahan dalam hal jual beli benda
bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam  murabahah
terpenuhinya sejumlah kriteria dalam jual beli salam , tidak
mengandung unsur riba dalam jual beli.

3. Syarat pelaksanaan akad. Benda dimiliki oleh penjual atau yang
berkuasa untuk akad dan benda yang diperjual belikan tidak
mnegandung hak orang lain.

4. Syarat lazim (kemestian). Syarat lazim yaitu tidak adanya hak khiyar
yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak yang
menyebabkan batalnya akad jual beli.*

b. Ulama Malikiyah
Syarat-syarat yang di kemukakan oleh ulama malikiyah yang

berkenaan dengan pelaku jual beli, akad jual beli dan barang yang di

perjual belikan adalah :

1. Syarat pelaku jual beli. Penjual dan pembeli harus mumayyiz
keduanya merupakan pemilik barang atau yang di jadikan wakil ,
dan keduanya dalam keadaan suka rela, penjual harus sadar dan
dewasa.

2. Syarat akad jual beli. dalam satu tempat dan pengucapan ijab dan
gabul tidak terpisah.

3. Syarat barang yang diperjual belikan. Bukan barang yang di larang
syariat, harus suci, bermanfaat menurut pandangan syariat dan dapat
diserah terimakan.

c. Ulama Shafi’iyah
Ulama syafi’iyah mensyaratkan yang berkaitan dengan pelaku

jual beli, akad jual beli, barang yang diperjualbelikan, yaitu:

37 Syafei, Figh, 75-85.
% Gufron al-Mas’adi Figh Muamalah Konstektual (jakarta:PT.Raja Grafindo
persada,2002),121
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1. Syarat pelaku jual beli. Harus dewasa, sadar, tidak dipaksa atau
tanpa hak serta islam dan pembeli bukan seorang musuh.

2. Syarat akad jual beli. Pengucapan ijab dan gabul harus sempurna dan
harus menyebutkan barang atau harga, tidak berubah lafadz dan
bersesuaian antara ijab dan gabul.

3. Barang yang diperjual belikan syaratnya harus suci ,bermanfaat ,
dapat diserah terimakan, barang milik sendiri atau menjadi wakil
orang lain serta jelas dan diketahui oleh kedua pihak yang
melakukan akad.

. Ulama Hanabilah

Menurut Hanabilah persyaratan jual beli terdiri dari beberapa
syarat, antara lain :

1. Syarat pelaku jual beli adalah dewasa dan ada kerindhaan

2. Syarat akad jual beli yaitu berada di tempat yang sama, tidak
terpisah dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu harus berupa harta, milik
penjual serta sempurna, barang dpat diserahterimakan ketika akad
dan diketahui oleh kedua belah pihak, harga diketahui oleh kedua
belah pihak yang berakad, terhindar dari unsur-unsur yang
menjadikannya akad tidak sah.

Secara garis besar syarat-syarat jual beli yang harus terpenuhi adalah:

a. Syarat orang yang melakukan akad

Dalam transaksi jual beli pasti terdapat dua pihak ( sebagai
subjek) jual beli, yaitu penjual dan pembeli, yang dalam islam lebih
dikenal dengan sebutan aqgid dan agidayn . adapun syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan
jual beli, antara lain:

1. Aqil (berakal) atau tidak hilang kesadarannya pelaku akad
disyaratkan seseorang yang berakal dan bisa membedakan. Maka

tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan
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orang mabuk serta anak kecil yang tidak dapat membedakan
mana yang baik dan mana yang buruk.

Sedangkan menurut imam syafii yang di maksud berkal
adalah mampu memelihara agama dan hartanya.*oleh karena itu,
anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak
dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa ada kontrol dari
pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan
akibat yang buruk, seperti penipuan dan sebagainya.

2. Tamyiz

Akad anak kecil yang sudah bisa membedakan atau tamyiz
adalah sah dan tergantung pada izin walinya. Jika walinya
memperbolehkannya maka akadnya sah menurut syariat.
Transaksi jual beli anak kecil, belum cukup umur, belum berakal,
itu tidak sah. Begitulah menurut pendapat imam Malik.

Sedangkan abu Hanifah dan Ahmad berkata “ sah jual beli
yang di lakukan anak kecil yang Mumayyiz”, maka Abu Hanifah
mensyaratsahkan terlebih dahulu ada izin dari walinya dan
dengan diizinkan (dibenarkan) lagi sesudah terjadinya jual beli.
Ahmad hanya mensyaratkan keizinan wali untuk dijual itu saja.*°

Madhab Syafi’i mengungkapkan empat orang yang tidak
sah jual belinya, yaitu : anak kecil baik yang sudah Mumayyiz
atau belum, orang gila, hamba sahaya walaupun mukallaf dan
orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah
seorang dari mereka yang empat itu, maka transaksinya batal dan
dia harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih
menjadi tanggungannya. Adapun yang telah diambil oleh mereka

sekiranya mereka menghilangkan barang itu, maka bagi mereka

39 |bib,121.
40 1brahim Muhammad al-Jamal, Figh Muamalah (Jakarta: Pustaka Amin, 1999), 367.
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tiada pertanggungjawaban apa-apa dan resiko itu kembali pada
pemilik barang.*!
3. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dalam melaksanakan transaksi jual beli itu atas kemauan
sendiri. Jual beli bukan atas dasar kehendak sediri adalah tidak
sah ( sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Ahmad) sedangkan
menurut Abu Hanifah adalah sah.

4. Keduanya tidak mubadir

Maksudnya adalah pihak yang mengikatkan diri dalam
perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang
yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak
cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri
suatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan itu menyangkut
kepentingan sendiri.

Orang yang boros di dalam perbuatan hukum berada di
bawah pengampuan perwalian, yang melakukan perbuatan hukum
untuk keperluannya adalah pengampu atau walinya.

5. Baligh atau dewasa

Pelaku jual beli harus baligh atau dewasa. Dewasaatau
baligh menurut hukum islam adalah apabila telah berusia 15
tahun atau lebih, telah bermimpi basah ( bagi laki-laki) dan
mengalami haid ( bagi perempuan), dengan demikian jual beli
yang diadakan oleh anak kecil dianggap tidak sah.

Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum
dewasa, menurut pendapat sebagian ulam diperbolehkan

melakukan jual beli, khususnya barang-barang kecil dan bernilai

tinggi.

41 Syafe®i, Figh, 81.
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b. Syarat yang terkait ijab dan gabul
Yang di maksud sighat adalah lafaz ijab dan gabul yang di
ucapkan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam
transaksi jual beli. Adapun syarat ijab dan gabul adalah:
1. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa adanya
perpisahan yang merusak
2. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan
menjual, atau telah jual dan perkataan pembeli, aku telah terima
atau masa sekarang, jika yang di inginkan pada waktu itu juga
seperti: aku sekarang jual dan aku sekarang beli.
c. Syarat sah barang yang diperjualbelikan
Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan
adalah sebagai berikut:
1. Barangnya halal dipergunakan
2. Barangnya bermanfaat dan dipergunakan dalam kebaikan
3. Barang yang dimilik atau mendapat kuasa dari pemilik untuk
menjualnya
4. Barang dapat diserahterimakan
5. Barang dan harga harus jelas, meliputi ukuran, takaran atau

timbangan, jenis dan kualitas.*

D. Macam-Macam Jual Beli
Ditinjau dari hukum dari sifat jual beli, menurut Jumhur ulama di bagi
menjadi dua macam, yaitu:
1. Jual beli sahih
Jual beli sahih vyaitu jual beli yang memenuhi Kketentuan
syariat. Hukumnya sesuai yang diperjualbelikan menjadi milik yang
melakukan suatu akad.
2. Jual Beli Batal

42 Al-Mas’adi, figh,59
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Jual beli batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu dari
rukun, atau tidak sesuai dengan syariat yakni orang yang akad bukan
ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Sedangkan ulama Hanfiyah membagi hukum dan sifat jual beli
menjadi sah, batal dan fasid (rusak). Jual beli rusak adalah jual beli yang
sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan
syariat pada sifatnya.

Di tinjau dari segi objeknya, Ditinjau dari segi objeknya, jual beli
dibedakan menjadi empat macam, yakni:

a. Bay’ al-mugayadah, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim
disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.

b. Bay’ al-mutlag, yakni jual beli barang dengan barang lain secara
tangguh atau menjual barang dengan uang secara mutlak, seperti
dirham atau rupiah.

C. Bay’-sharf, yakni jual beli dengan uang dengan uang lainnya, seperti
dirham dengan dolar.

d. Bay’ al-salam, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahlu
uang muka, kemudian barangnya di antar kemudian atau
belakangan.*?

Ditinjau dari segi harta bendanya, jual beli dibedakan menjadi empat
macam yaitu:

a. Bay’ al murabahah, yakni jual beli dengan harga pokok ditambah
sejumlah keuntungn tertentu yang disepakati dalam akad.

b. Bay’ al-tawliya, yakni jual beli dengan harga asal tanpa ada
penambahan harga atau pengurangan pula.

C. Bay’ al-wadiah, yakni jual beli dengan harga asal tanpa ada

penambahan harga atau pengurangan pula.

4 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek (jakarta: Gema
Insani,2009),123.
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d. Bay’ al-musawamah, yakni jual beli dengan uang yang telah
disepakati kedua belah pihak, meskipun pihak penjual cenderung

merahasiakan harga asalnya.*

E. Kafalah dalam Jual Beli
1. Pengertian Kafalah

Kafalah secara etimologi memiliki tiga makna yaitu =l o
(jaminan), & J! (beban), dan =3V (tanggungan), namun secara
menyeluruh ketiga kata ini memiliki garis pengertian yaitu jaminan.

Sedangkan menurut istilah, kafalah merupakan jaminan
yangdiberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk
memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.* Dalam
pengertian lain,kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab
seseorang yang dijamindengan berpegang pada tanggung jawab orang
lain sebagai penjamin, selainitu sebagaimana yang dinyatakan para ulama
fikin selain Hanafi, bahwakafalah adalah menggabungkan dua
tanggungan dalam permintaan dan hutang.

Definisi  lain adalah Jaminan yang diberikan oleh
penanggung(kafil) kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan
hutang/kreditur(makful lah) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua
yaitu pihak yangberhutang/debitur atau yang ditanggung.Kafalah adalah
akad dari pihak pertama dan pihak kedua dapatberupa perjanjian yang
mengikat, tidak dapat dibatalkan secara sepihak,pihak penjamin tersebut
bisa mendapatkan imbalan dari pihak yang tertanggung selagi tidak
memberatkan pihak tertanggung. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI
No0.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.

Pada asalnya, kafalah adalah padanan dari dhamman, yang berarti
penjaminan  sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam

perkembangannya,Kafalah identik dengan kafalah al-wajh (personal

44 Ahmad Isa Asyur, Fikih al-Muyassar fi al-Muamalah, terj (Solo: Pustaka Mantid,
1995), 276.
45 M. Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.), 73.
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2.

guarantee atau jaminandiri), sedangkan dhamman identik dengan
jaminan yang berbentukbarang/harta benda.**Dalam buku “Ekonomi
Syariah Versi Salaf™, kafalah memiliki definisi secara lebih tersusun dan
jelas sebagai kesanggupan untukmemenuhi hak yang telah menjadi
kewajiban orang lain, kesanggupan untukmendatangkan barang yang
ditanggung atau untuk menghadirkan orangyang mempunyai kewajiban
terhadap orang lain. Di sana pulamenyimpulkan kafalah yaitu akad yang
mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung
kewajiban hutang orang lainapabila orang tersebut tidak dapat memenuhi
kewajibannnya.*’
Rukun dan Syarat Kafalah
Seperti halnya amalan yang lain dalam muamalah, dalam kafalah
pun mempunyai rukun dan syarat, rukun kafalah adalah bagian-bagian
yang harus ada dalam praktek kafalah, sedangkan syarat kafalah adalah
syarat-yarat yang harus dipenuhi oleh semua pihak dan objek agar sah
atau diterima oleh syariat praktek kafalah tersebut. Adapun Rukun dan
Syarat adalah sebagai berikut:
a. Rukun Kafalah
1. Sighat kafalah (ijab gabul), adalah kata atau ucapan yang harus
diucapkan dalam praktek kafalah.
2. Makful bih (obyek tanggungan), adalah barang atau uang yang
digunakan sebagai tanggungan.
3. Kafil (penjamin/penanggung), adalah orang atau barang yang
menjamin dalam hutang atau uang si piutang.
4. Makful’anh (tertanggung), adalah pihak atau orang yang
berpiutang.
5. Makful lah (penerima tanggungan), adalah pihak orang yang
berutang.
b. Syarat Kafalah

46 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah (Jakarta: Cakrawala Publishing. 2009), 393.
47 Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika,

2003), 98.

29



1. Sighat diekspresikan secara konkrit dan jelas.

2. Makful bih (Obyek tanggungan) bersifat mengikat terhadap
tertanggung dan tidak bisa dibatalkan secara syariat.

3. Kafil: seorang yang berjiwa filantropi (suka berbuat baik demi
kemaslahatan orang lain).

4. Makful’anh, ada kemampuan untuk menerima obyek tanggungan
baik atas dirinya atau yang mewakilinya. Makful,, anhu harus di
kenal baik oleh kafil.

5. Makful lah juga harus dikenal dengan baik oleh Kkafil.

3. Macam-macam Kafalah

Secara sederhana, kafalah adalah tanggungan yang diberikan oleh

pihak ketiga atas hutang pihak kedua. Namun ternyata dalam prakteknya

kafalah memiliki lima macam, yaitu sebagai berikut:

a.

Kafalah bi al-mal: jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.
Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi seseorang
atau bank untuk memberikan jaminan kepada para klien/nasabahnya
dengan imbalan atau fee tertentu.

Kafalah bi al-nafs: jaminan atas diri seseorang karena nama baik atau
ketokohannya. Dalam hal ini, kafil perseorangan atau bank dapat
bertindak sebagai Juridical Personality yang dapat memberikanjaminan

untuk tujuan tertentu.

. Kafalah bi al-taslim: Jaminan pengembalian atas barang yang disewa,

ketika batas sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini
dapatdilaksanakan oleh kafil untuk keperluan klien dalam bentuk

kerjasama dengan perusahaan, leasing company dan lainnya.

. Kafalah al-munjazah: jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh

jangkawaktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu, jika dalam dunia
perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk performance bond

(Jaminan prestasi).
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e. Kafalah al-mu’allaga h: jaminan ini merupakan penyederhanaan dari
kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu
tertentu dan tujuan tertentu pula.

4. Ketentuan-Ketentuan Hukum terkait Kafalah

a. Begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus
menjamin dan tidak boleh keluar dari kafalah kecuali dengan pelunasan
hutang darinya atau dari pihak tertanggung utama (tertanggung), atau
dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari
hutang,atau mengundurkan diri dari kafalah, dan dia berhak untuk
mengundurkan diri, karena itu adalah haknya.

b. Pihak yang ditanggung haknya, maksudnya pemberi hutang, berhak
untuk membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak meskipun
orang yang ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun
sebaliknya, pihak tertanggung dan penanggung tidak berhak untuk
membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak.

5. Kafalah dalam Jual Beli

Kafalah dalam jual beli terkait dan identik dengan salah satu macam
kafalah yaitu kafalah bi al-mal, yang di mana kafalah dalam jual
belikhususnya dalam kafalah bi al-mal ini penjaminan dalam suatu
pembayaran atau transaksi jual beli, melibatkan pihak penjual, pembeli
dan pihak ketiga penjamin (kafil). Praktek ini telah terjadi di banyak
kegiatan khususnya lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan leasing,
walaupun tidak menutup kemungkinan untuk subjek perseorangan.Tak
hanya itu kafalah ini juga identik dengan penjaminan atas utang seorang
oleh pihak ketiga yang nantinya akan dilunasi dengan tengan waktu atau

angsuran.

F. Wanprestasi dalam Jual Beli
1. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan

somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan
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kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian atau transaksi
yang dibuat antara pihak kreditur dan debitur.Dari hal tersebut, maka
para pihak yang membuat perjanjian atau transaksi wajib melaksanakan
kewajiban yang timbul dari perjanjian atau transaksi tersebut.
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, baik
karena perjanjian, karena Undang-undang atau kepatutan dan kebiasaan
disebut sebagai prestasi.
. Bentuk Wanprestasi
Wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi
kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi
sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. Unsur-unsur dari
wanprestasi adalah debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru
berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi.
Subekti menyebutkan, bahwa wanprestasi debitur dapat berupa:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana
yang diperjanjikan.
c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini debitur sama
sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena
debiturmemang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena
memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara
subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang
pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.
Debitur keliru berprestasi, di sini debitur memang dalam
pemikirannya telah  melakukan  prestasinya, tetapi  dalam
kenyataannya,yang  diterima  debitur  lain  daripada  yang
diperjanjikannya.
Kreditur membeli bawang putih ternyata yang dikirim bawang

merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak
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berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk
penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai
dengan yang diperjanjikan.

Debitur terlambat berprestasi. Di sini debitur berprestasi,objek
prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana mestinya diperjanjikan.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, debitur digolongkan ke dalam
kelompok terlambat berprestasi jika objek prestasinya masih berguna
bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam
keadaan lalai atau moral*®,

3. Wanprestasi dan Kaitannya Kesalahan Debitu

Timbulnya wanprestasi berasal dari kesalahan (schuld)
debitur,yakni tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang
seharusnya ditunaikan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam arti
luas, yakni berupa kesengajaan (opzet) atau kealfaan (onachtzaamheid),
dalam arti sempit kesalahan hanya bermakna kesengajaan. Kesalahan
dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi
kreditur. Perbuatan berupa wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian
terhadap kreditur, dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada
debitur.

Kerugian tersebut harus dapat dipersalahkan kepada debitur.
Jika unsur kesengajaan atau Kkelalaian dalam peristiwa yang
menimbulkan ~ kerugian  pada  diri  kreditur  dan  dapat
dipertanggungjawabkan pada debitur.Kerugian yang diderita kreditur
tersebut dapat berupa biaya-biaya (ongkos-ongkos) yang telah
dikeluarkan kreditur, kerugian yang menimpa harta benda milik
kreditur, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.*

4. Wanprestasi dalam Jual Beli
Seperti  halnya  penjelasan-penjelasan ~ wanprestasi  di

atas,wanprestasi dalam jual beli dapat meliputi beberapa hal yaitu:

48 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan
(Yogyakarta: FH UlI Press, 2014), 282.
4 1bid.
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Pertukaran barang yang kurang bahkan tidak sesuai.

Salah satu pihak lalai akan kewajiban dalam perjanjian langsung
maupun perjanjian yang muncul akibat transaksi jual beli.

Dalam jual beli tidak langsung (dengan pengiriman), wanprestasi
jual beli ini dapat terjadi ketidaksesuaian pesanan, keterlambatan
pengiriman, cost tambahan dan lain sebagainya di luar adanya

sebab force majeur.

5. Cara Menghindari Wanprestasi atas Kredit Bermasalah

Mengenai cara menghindari wanprestasi dan penyelamatan kredit

bermasalah dapat dilakukan serta diselesaikan melalui penanganan

secara penataan kembali (restructuring), penjadwalan kembali

(rescheduling), take over kredit, pindah sistem dan over kredit.

a.

Restructuring atau restrukturisasi kredit, yaitu dengan cara
mengurangi biaya angsuran awal menjadi lebih rendah namun
dengan tenor waktu yang sama sesuai perjanjian awal.
Rescheduling atau penjadwalan kredit kembali. Hampir sama
urisasi, rescheduling disini juga merupakan upaya penyelamatan
atau penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran
pokokdan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan cara
memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang grace
period. Tetapi rescheduling ini memiliki beberapa syarat tambahan
di dalamnya yang harus dipenuhi.

Take over kredit ini merupakan instrumen penyelesaian kredit
bermasalah mindahan utang dari satu lembaga ke lembaga yang
lainnya, dari satu bank ke bank lainnya atau disini bisa dari satu
lembaga pembiayaan leasing yang satu ke lembaga pembiayaan
leasing yang lainnya.

Pindah sistem kredit, sistem ini cocok bagi seorang atau pengusaha
yang memiliki penghasilan musiman seperti petani, pekebun,

peternak dan sebagainya. Karena instrumen pindah sistem kredit ini
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merubah dari kewajiban pembayaran angsuran per bulan menjadi

pembayaran angsuran per 4 bulan sekali atau musiman
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BAB Il
GAMBARAN UMUM PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
(“FIFGROUP) DI PAMULARSIH

A. Gambaran Umum PT Federal International Finance (‘’FIFGROUP)

PT Federal International Finance (“’FIFGROUP) di dirikan dengan
nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989 berdasarkan ijin
usaha yang di peroleh dari Menteri Keuangan, maka perseroan bergerak
dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen.
Pada tahun 1991, perusahan merubah nama menjadi PT Federal International
Finance namun seiring dengan perkembangan waktu guna memnuhi
permintaan pasar, perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda
motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun
1996. Pada mei 2013, perusahaan melundurkan merek FIFGROUP saat ini
berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014.

FIFGROUP adalah grup manajemen dari beberapa perusahaan yang
memiliki unit bisnis yang berbeda-beda. FIFGROUP saat ini menaungi PT
Federal International Finance dan PT Astra Multi Finance. FIFGROUP
bergerak di bisnis layanan pembiayaan dengan nama merek berikut:

1. FIFASTRA jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda. Baik motor
baru maupun seken berkualitas.

2. SPEKTRA jasa layanan pembiayaan multiproduk, mulai dari elektronik,
perabot rumah tangga, peralatan komputer, furnitur, sepeda sampai traktor
tangan.

Jasa layanan pembiayaan pembiayaan ini meliputi metode pembiayaan
konvensional maupun syari’ah. FIFGROUP hadir untuk mengakomodir
keanekargaman kebutuhan masyarakat Indonesia dengan senantiasa
berpegang pada prinsip inovasi dan kreativitas.” Mengubah tantangan
menjadi pelang’ adalah landasan pemikiran yang membuat FIFGROUP terus
berkembang.

Layanan pembiayaan milik FIFGROUP vyaitu SPEKTRA multi

financing sendiri memiliki kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia
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B.

dan memiliki ribuan karyawan. Salah satunya adalah Kantor Cabang
FIFSPEKTRA vyang terdapat di Area Semarang yang bertepat di Jl.
Pamularsih No.71 Semarang. Setiap tahunnya, kantor cabang SPEKTRA ini
memiliki jumlah karyawan yang semakin meningkat seiring dengan semakin

berkembangnya perusahaan yang di pimpin oleh Bapak Suhartono ini.

Visi,Misi, dan Tujuan
1. Visi:
Memastikan FIFGROUP menjadi perusahaan yang di kagumi serta
memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
2. Misi:
1) Membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar
lingkungan kantor
2) Menciptakan image perusahaan yang positif bagi masyarakat
3) Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan sehat bagi
karyawan
3. Tujuan:
1) Membangun citra positi perusahaan(corporate image)
2) Menjaga keberlanjutan dan oprasional bisnis perusahaan (social
protection)
3) Meningkatkan kebanggaan karyawan terhadap perusahaan (pride of
employee)

4) Mendukung kegiatan bisnis perusahaan ( support to bussines)

Struktur Organisasi Perusahaan

Perusahaan yang mempunyai slogan “ Mengubah Tantangan Menjadi
Peluang” ini selalu berusaha untuk mengimplentasikan slogan yang telah
mereka pegang teguh sejak pertama kali berdiri pada tanggal 31 Mei 2015.
FIFSPEKTRA sebagai salah satu penyedia jasa layanan pembiayaan ini

memiliki nilai- nilai perusahaan yang diantaranya terdiri dari :
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. TEAMWORK

Mendorong semangat semua insan untuk bersinergi yang di dasari oleh
sikap saling menghargai, berpikir positif serta mengutamakan kepentingan
perusahaan agar menghasilkan kinerja yang optimal.

. EXCELLENCE

Mendorong semua insan untuk mengutamakan layanan unggul pada
konsumen eksternal dan internal melalui proses yang sederhana, lugas
serta berkualitas yang di dasari oleh sikap pro aktif dalam melakukan
perbaikan berkesinambungan.

. ACIEVING

Mendorong semua insan berintegritas dan berkomitmen untuk terus
meningkatkan prestasikerja setinggi-tingginya dengan mengedepankan
profesionalisme untuk menghasilkan inovasi-inovasi.

. MOVING FORWARD

Mendorong semua insan agar peka dan tanggap terhadap perubahan serta
berwawasan jauh ke depan dalam merancang dan melakukan perubahan

strategis.
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| | }

SAO
(Store Alliance Officer)

Fenomena jual beli motor kredit telah lazim dan bahkan telah terjadi di
berbagaidaerah dan tempat, jual beli motor kredit ini tidak lepas dari banyk
munculnya lembaga pembiayaan leasing yang menyediakan jasa pembiayaan
pengadaa barang seperti traktor, mobil, sepeda motor dan lain sebagainya.
Tak hanya itu faktor masyarakat modern yang semakin konsumtif pun sangat
berpengaruh besar dalam hal ini dari situlah berbagai lembaga pembiayaan
leasing khususnya dalam jasa pembiayaan pengadaan objek sepeda motor
muncul dan berkembang sangat pesat dengan berbagai instrumen dan tawaran
—tawaran yang dapat menarik hati para konsumen.

Dari akar masalah tersebut akhirnya konsumen berbondong-bondong
mengajukan pembiayaan pengadaan sepeda motor melalui lembaga-lembaga
leasing yang nantinya pembayarannyadengan menggunakan sistem kredit.

Tetapi, pada kenyataannya ironis yaitu dari berbagai konsumen yang
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mengajukan pembiayaan pengadaan sepeda motor tersebut ada bahkan
banyak yang secara keadaan ekonomi atau keuangan dapat di katakan belum
mampu dan memaksakan diri melakukan pengajuan pembiayaan kredit
sepeda motor tersebut. Karena masih banyak kebutuhan dan hal lain yang
jauh lebih pentingdalam kehidupan sehari-harinya. Senada dengan yang
diungkapkan Bapak Djarwanto yang berprofesi sebagai sales dealer sepeda
motor, ia mengatakan,”““Memang benar pembelian unit sepeda motor dengan
menggunakan jasa leasing kian menggila dan jumlahnya sangat banyak.
Terlihat tidak hanya orang yang mampu saja tetapi seakan hampir seluruh
elemen masyarakat berbagai tingkatan kini mengajukan pembiayaan ini.>

Dan hal-hal inilah yang nantinya akan menyebabkan berbagai masalah
dalam perjalanan transaksi kewajiban pembayaran sepeda motor kredit.
a. Subjek Jual Beli

1) Pihak Penjual

Dalam hal transaksi jual beli motor kredit ini, pihak penjual
adalah seorang yang mula-mula mengajukan pembiayaan sepeda
motor kredit kepada lembaga pembiayaan leasing. Kemudian leasing
membelikan objek berupa sepeda motor dan diserahkan kepada pihak
yang mengajukan pembiayaan tersebut.

Setelah dibeli dari dealer sepeda motor, objek diserahkan
kepada pihak yang mengajukan pembiayaan pengadaan sepeda motor
tersebut. Kemudian ia mempunyai kewajiban membayar ke lembaga
pembiayaan leasing dengan sistem kredit dengan harga dan lama
waktu yang telah disepakati. Dikatakan sebagai pihak penjual, karena
seorang yang mengajukan pembiayaan pengadaan sepeda motor inilah
yang nantinya akan menjual lagi sepeda motornya yang masih dalam

kewajiban pembayaran kredit karena satu hal.

30 Muhammad Djarwanto ( Sales Dealer Astra Motor Ngaliyan ), Wawancara, 13 Maret
2020.
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2)

3)

4)

Pihak Pembeli

Pihak pembeli disini adalah pihak yang dapat disebut sebagai
pembeli lain atau pembeli kedua, yaitu pembeli objek sepeda motor
yang masih dalam kewajiban kredit dari penjual (pembeli pertama)
yang melakukan pembiayaan pada lembaga leasing dengan sistem
pembayaran kredit.

Pihak pembeli membeli sepeda motor kredit ini atas tawaran
penjual yang dalam proses pembayaran kredit sepeda motornya
mengalami kesulitan atau berhenti akibat suatu hal. Pihak pembeli
disini dapat perseorangan, makelar jual beli sepeda motor dan bisa
juga dari dealer jual beli sepeda motor second.

Pihak Piutang

Pihak berpiutang disini adalah pihak lembaga pembiayaan
leasing, karena pihak leasing telah membelikan objek sepeda motor
terlebih dahulu ke pihak dealer dan memberikannya pada nasabah
yang mengajukan pembiayaan pengadaan objek sepeda motor
tersebut. Pihak leasing juga dapat dikatakan sebagai penjual, namun
penjualannya melalui sistem kredit.

Pihak Penyedia

Pihak penyedia atau sering di sebut supplier disini adalah
pihak dealer sepeda motor yang menyediakan dan memperjual belikan
sepeda motor. Pihak dealer pun telah bekerja sama sebelumnya dengan
pihak lembaga pembiayaan leasing atas penjualan sepeda motor yang
nantinya akan menjadi objek sepeda motor kredit.

. Objek Jual Beli

Objek yang diperjual belikan dalam transaksi jual beli motor kredit

ini adalah sepeda motor yang sedang dalam masa pembayaran kredit yang

belum tuntas dan lunas. Maka objek yang diperjualbelikan disini pada

hakikatnya adalah masih dalam kepemilikan suatu lembaga pembiayaan

leasing.
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Objek sepeda motor tersebut telah ada barangnya di tangan penjual
dan dapat diserahterimakan, objek juga halal dan dapat dimanfaatkan
sebgaimana mestinya. Karena barang secara langsung ada maka dapat
dilihat dan dicek segala spesifikasi serta keadaannya.

. Akad Jual Beli

Akad dalam transaksi jual beli motor ini tidak ada data tertulis dari
pihak penjual maupun pembeli, sebab akad ini dilakukan dengan lisan dan
dengan sistem saling percaya. Bapak kusmono selaku pembeli
mengatakan,““Saya bertransaksi dengan cara bertemu langsung,
bernegosiasi hingga mencapai kesepakatan. Saya ridha karena memang
saya dan keluarga membutuhkan, dan transaksi ini menggunakan sistem
kepercayaan karena kami memang sudah saling percaya dan sangat
mempertimbangkan hal itu.Pihak pembeli melakukan akad dengan pihak
penjual dengan membeli objek sebuah sepeda motor yang masih dalam
kewajiban proses pembayaran kredit kepada suatu lembaga pembiayaan
leasing dengan syarat membayarkan sejumlah nilai penjualan objek sepeda
motor secara cash seharga sejauh mana penjual telah membayar cicilan
kredit sepeda motor tersebut dan disesuaikan dengan harga pasar.
Kemudian pembeli melanjutkan kewajiban pembayaran sisa jangka waktu
kredit tersebut Hal itu didukung pula oleh Bapak Hari Wartono selaku
penjual, ia mengatakan,““Saya memang berniat dan ridha menjual sepeda
motor ini. Atas segala pertimbangan dan berergosiasi hingga mencapai
kesepakatan bersama.*

. Pelaksanaan Akad Jual Beli

Berawal dari penjual yang mengajukan pembiayaan pengadaan
sepeda motor kepada suatu lembaga leasing menggunakan sistem
pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu tertentu. Setelah
berjalannya proses pembayaran cicilan kredit sepeda motor tesebut sampai
di bulan ke sekian sebagai contoh, pihak penjual (yang mengajukan
pembiayaan sepeda motor kepada suatu leasing) mengalami suatu masalah

dan tidak dapat melanjutkan penyelesaian kewajiban dalam pembayaran
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sisa cicilan kredit di bulan berjalan. Maka pihak penjual menjual sepeda
motornya yang masih dalam proses kewajiban pembayaran secara kredit
kepada pembeli lain yang nantinya akan membayar sejumlah harga yang
disepakati keduanya dan bersedia melanjutkan kewajiban pembayaran sisa
cicilan kredit yang belum tuntas.

Penentuan harga jual beli sepeda motor kredit ini disesuaikan dan
disepakati kedua belah pihak yaitu menggunakan harga di pasaran yang
kemudian dikurangi pemakaian, karena barang sudah termasuk barang
second. Tidak hanya itu pembayaran secara cash-nya menyesuaikan sejauh
sampai berapakah cicilan kredit objek sepeda motor tersebut di bulan
berjalan atau bisa juga saat transaksi jual beli tersebut dibayarkan.

Kemudian sisa kewajiban cicilan kreditnya kelak akan dilanjutkan
oleh pembeli kedua. Setelah pelaksanaan jual beli sepeda motor kredit
telah selesai maka pihak pembeli mempunyai tanggung jawab dan
kewajiban untuk melanjutkan sisa pembayaran sepeda motor secara kredit
kepada pihak lembaga pembiayaan leasing yang telah memberikan jasa
pembiayaan pembelian sepeda motor tersebut di awal dahulu.

Pembeli berkewajiban membayar cicilan kredit setiap bulannya
sesuai kesepakatan dan sisa waktu pembayaran cicilan terjadi salah
satunya dengan masih menggunakan atas nama pihak penjual (pembeli
pertama yang mengajukan pembiayaan kepada lembaga leasing) karena
akad transaksi yang dilaksanakan tidak secara tertulis dan hanya
menggunakan sistem saling percaya antara pihak penjual dan pembeli.

. Praktek Wanprestasi Jual Motor Kredit

Dalam hal pelaksanaan pembayaran motor kredit di bulan sekian
yang masih berjalan tersebut telah terjadi beberapa kasus wanprestasi
seperti keterlambatan pembayaran yang panjang, objek digadaikan, objek
hilang atau bahkan beberapa kasus terjadi adanya penggelapan objek
sepeda motor yang masih dalam proses kewajiban kredit tersebut.

Kerugian disini tidak hanya menimpa kepada pihak penjual (pembeli

pertama) yang masih digunakan atas namanya oleh pembeli kedua untuk

43



melanjutkan kewajiban pengalihan pembayaran cicilan kredit sepeda
motor tersebut, melainkan pihak lembaga pembiayaan leasing pula yang
notabene masih pemilik resmi objek sepeda motor kredit tersebut.

Seperti yang telah diuraikan di depan, wanprestasi dan kasus-kasus
yang telah terjadi di beberapa tempat tersebut antara lain terjadinya
keterlambatan  kewajiban pembayaran sehingga pihak lembaga
pembiayaan leasing harus mengirimkan surat peringatan, dalam kasus ini
debitur terlambat berprestasi. pembiayaan leasing dan bahkan telah ada
kasus objek digelapkan serta dilarikan ke luar pulau oleh pihak pembeli

kedua. Kasus-kasus tersebut.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PRAKTIK JUAL BELI
DENGAN SISTEM OVER KREDIT DI ASTRA MONTOR FIF GROUP
PAMULARSIH

A. Analisis Praktik Jual Beli Motor dengan over kredit di astra fif

group pamularsih

Dalam permasalahan muamalah, umat islam tidak bisa memisahkan
diri dari aturan-aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban
berdasarkan suatu kesepakatan. Di dalam hukum islam. Biasa disebut akad.
Akad yaitu proses membuat kesepakatan- kesepakatan dalam memenuhi
kebutuhan antara yang bersepakat. Dalam muamalah, akad telah dijelaskan

panjang lebar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dan sunah.

552l Tl 50 2l e
Artinya: “’Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-
akad..QS Al-Maidah (5):1

Terkait dengan hal tersebut, dalam praktek jual beli pun kita diharuskan
memenuhi aturan —aturan terkait rukun dan syarat akad yang sesuai dengan
ajaran islam. Maka dari itu pada bagian pertama bab ini, terdahulu penulis
akan menganalisa terkait permasalahan akad pada praktek jual beli motor

dengan over kredit dengan pengalihan pembayaran di fif group pamularsih.
Sebagaimana yang telah diutarakan pada bab dua, jual beli dianggap
sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam
islam. Salah satu rukun menjadi dasar untuk melanjutkan jual beli adalah
subjek jual beli (‘agidayn), subjek jual beli dalam jual beli motor kredit
dengan pengalihan pembayaran tersebut adalah penjual dan pembeli yang
telah dewasa dan cakap dalam melaksanakan hukum. Karena transaksi jual
beli dengan langsung di fif group pamularsih dan pembeli kedua harus

meneruskan angsurannya tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang jual beli motor kredit

dengan pengalihan pembayaran dengan menggunakan kantor astra fif group
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dipamularsih, penulis melihat bahwa penjual dan pembeli telah memenuhi
syarat yang telah dianjurkan dalam hukum islam. Syarat jual beli adalah
antara penjual dan pembeli harus berakal yaitu dapat membedakan dan
memilih barang mana yang baik dan yang buruk, dengan demikian jual beli
tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang bodoh
sebab mereka tidak pandai dan cakap dalam mengendalikan harta.

Dalam jual beli motor dengan over kredit, pembeli telah melakukan
pertimbangan- pertimbangan terlebih dahulu sebelum transaksi jual beli
montor kredit dengan pengalihan pembayaran. Berarti dalam hal ini pembeli
telah menggunakan akal pikirannya dalam transaksi jual beli.

Oleh karena itu syarat selanjutnya adalah jual beli dengan
menggunakan sistem over kredit dilakukan atas dasar kerelaan dengan
kehendak sendiri, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli dengan
kedua pihak dengan cara sistem over kredit dan tidak ada unsur paksaan dari
pihak lain. Dalam praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan
pembayaran di fif leasing dipamularsih, bahkan sistem yang dilakukan antara
penjual dan pembeli menggunakan kepercayaan satu sama lain.

Dari data yang penulis dapatkan, melalui wawancara dengan nasabah
atau pihak pertama atau pihak kedua yang melakukan sistem jual beli
montor secara over kredit.oleh karena itu penulis bisa memberi contoh antara
pihak pertama dan pihak kedua dalam jual beli montor pakai sistem over
kredit di fif group pamularsih tersebut.

Penulis mewawancarai kepada salah satu pihak pertama mengenai jual beli
sepeda motor dengan menggunakan sistem over kredit difif pamularsih.
Sebagai mana jawaban dari salah satu pihak pertama mengatakan bahwa:

iya. Saya menjual sepeda motor dengan cara over kredit, karena saya
sudah tidak bisa melakukan cicilan tersebut oleh karena itu saya menjual
kepada pihak kedua Jual beli dengan sistem over kridit >'motor adalah proses

pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit

51 Hanif,(sebagai penjual montor dengan over kredit). Wawancara 15 febuari 2020
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atau pembayaran cicilan dari satu lembaga atau perorangan kepada orang atau
pihak lain.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak kedua tentang praktek jual
beli montor dengan menggunakan sistem over kredit

“iva, saya membeli sepeda montor kepada pihak pertama dengan
menggunakan cara over kredit. Oleh karena itu saya membeli dengan cara
over kredit akan lebih tahu langsung siapa pemilik motor dan bisa
membandingkan harga jual beli yang resmi “

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa semakin bertumbuhnya
kebutuhan manusia akan pemenuhan untuk kehidupan sehari- hari membuat
manusia berupaya untuk berusaha mendapatkan uang guna melangsungkan
kehidupan. Banyak cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia,
disamping itu bekerja mereka juga berusaha menjual barang kepada manusia
lain yang memang sedang membutuhkan. Padahal dalam realitas dilapangan
tak jarang didapati sebuah transaksi jual beli montor memakai sistem over
kredit tanpa ada persetujuan dari pihak fif pamularsih tersebut.

Maka dari itu penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana
penelitian itu yang dilakukan langsung yang sudah benar- benar nyata dan
dengan praktek jual beli motor atau memiliki persamaan dengan
menggunakan metode tersebut.

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa
megupah dalam melakukan hubungan kerja dalam bab ujrah yaitu suatu akad
yang memberikan manfaat (faedah) yang diketahui dan disengaja dengan
adanya imbalan sebagai pengganti, dalam perjanjian ini membutuhkan dua
belah pihak yang berkaitan yaitu antara pihak pertama dan pihak kedua
tersebut timbul suatu hak dan kewajiban diantara keduanya.Seharusnya
diantara pihak pertama maupun kedua sebelum melakukan transaksi apapun
termasuk imbalan terlebih dahulu dilakukan suatu akad perjanjian tersebut
yang harus dibuat oleh kedua pihak dengan sadar dan masing- masing

mengetahui hak dan kewajiban dari apa yang diakadkan tersebut.
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Dengan adanya hubungan kerja yaitu hubungan antara pihak pertama
dan pihak kedua harus memiliki perjanjian terlebih dahulu. Dengan adanya
melakukan sistem jual beli dengan over kredit dengan sendirinya tanpa ada
ijin terlebih dahulu difif yang berada di pamularsih. maka nantinya pihak dua
kalau tidak bisa membayar cicilan tersebut yang diberi saksi oleh pihak fif di
pamularsih nantinya pihak yang pertama. Sebab pihak pertama menjual ke
pihak kedua tanpa ada ijin dari fif pamularsih.

Oleh karena itu dalam hal pernyataan di dalam membuat kesepakatan
bila dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan. Jika melihat pada
masalah yang akan ditimbulkan dari pernyataan penjual secara tertulis yang
bisa dijadikan akta otentik dikemudian hari apabila terjadi perselisihan antara
pihak yang terkait dengan jual beli dengan mengunakan sistem over kredit.

Dan instrument terakhir dan yang seharusnya dilakukan apabila dengan
terpaksa seorang tidak dapat atau melanjutkan kewajiban pembayaran
angsuran kredit sepeda motor ke lembaga pembiayaan leasing yaitu dengan
cara over kredit. Over kredit adalah proses pemindahan kepemilikan
kendaraan bermotor yang masih dalam masa kewajiban pembayaran
angsuran, dari satu lembaga pembiayaan atau perseorangan kepada orang atau
pihak lain. >

Dalam transaksi over kredit ini ada beberapa stategi yang layak
dipertimbangkan dan dijalankan agar transaksi lancar serta relatif bebas
resiko diwaktu sekarang dan waktu yang akan datang. Ya itu antara lain :

1. Pastikan pihak penjual dan pembeli (penerima) over kredit berkomitmen
kuat untuk hubungan kerja sama yang bai.

2. pastikan kondisi obyek yang akan diover kreditkan dalam kondisi baik
atau sesuai yang dipaparkan oleh pihhak penjual tanpa ada sedikitpun hal
yang ditutup-tutupi.

3. Penjual dan pembeli sama — sama datang ke kantor lembaga pembiayaan
leasing dan memenuhi segala prosedur yang diterapkan dilembaga

tersebut.

52 Mutohar (agen leasing astra fif group pamularsih), Wawancara 1 maret 2020.
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4. Over kredit untuk mendapatkan dana segera yang dibutuhkan harus
dilakukan pengecekkan dan negosiasi dalam penentuan harga serta semua
hal yang terkait akan transaksi ini

5. Membuat kontrak hukum penjanjian pembayaran. Poin terakhir ini
merupakan yang terpenting sehingga diharuskan semua pihak, untuk
memenuhi prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak
lembaga pembiayaan leasing yang telah legal dan memiliki kekuatan
hukum. Hal ini antara lain:

a. Menyetorkan berkas dan data- data persyaratan yang merupa Ktp,Kkk,
rekening,slipgaji atau penghasilannya yang pernah didapatkan dalam
perkantoran biar lebih jelas dan pasti.

b. Dilakukan secara resemi dan berkekuatan hukum yang tercantum dalam
pasal yang berada.

c. Memenuhi persyaratan lain sesuai yang ditentukan oleh pihak lembaga

dan pembiayaan leasing.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan hukum islam
terhadap jual beli dengan mengunakan sistem over kredit motor di astra fif
group pamularsih. penulis menyimpulkan sebagai berikut. Dalam praktek
jual beli montor kredit dengan pengalihan pembayaran di leasing fif group
pamularsih dalam jual beli montor tersebut tercantum akad dalam hukum
islam.
Rukun jual beli yang sudah disepakati bersama dalam hukum islam. Jual
beli dengan sistem over kridit montor adalah proses pemindahan
kepemilikan kendaraan bermontor yang masih dalam masa kredit atau
pembayaran cicilan dari satu lembaga atau perorangan kepada orang atau
pihak lain. memang telah terpenuhi sebagai syarat sesuai hukum islam,
akan tetapi tedapat suatu hal yang tidak terdapat suatu hal yang tidak

sesuai syarat yaitu dalam obyek jual beli.

B. SARAN

Sebagai akhir dari penelitian dan penulisan skripsi ini, maka penulis ingin

memberikan saran- saran dengan harapan agar kesejahteraan masyarakat

aman,dan sesuai hukum islam dalam kegiatan bermuamalah serta
senantiasa mendapat ridha Allah SWT.

1. Diharapakan dalam jual beli montor kredit dengan pengalihan
pembayaran atau juga yang disebut dengan over kredit di pt astra fif
group di pamularsih khususnya dan masyarakat pada umumnya, pihak
penjual benar- benar memperhatikan rukun dan syarat jual beli secara
hukum islam,

2. Diharapkan pihak penjual dan pembeli memiliki komitmen untuk
berhubungan kerja sama yang baik dan memenuhi segala persyaratan

prosedur yang berkekuatan hukum dan sesuai kebijakan lembaga yang
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terkait.hal ini semata-mata agar transaksinya difif group agar bisa
lancar, aman, dan terhindar dari masalah yang akan muncul dimasa

yang akan datang.
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